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PERJANJIAN KINERJA 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
aluntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
r

Nama - BAMBANG SOETJAHJO

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MOH. MAHFUD MD

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, \77 Maret 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

MOH. MAMFUD MD BAM SOETJAHJO



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN

Unit Organisasi Eselon I

KEAMANAN

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

Tahun Anggaran 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Q) ) @)

1. Koordinasi, 1. Persentase (%) capaian target 65 %
Sinkronisasi, dan pembangunan bidang keamanan dan
Pengendalian Bidang ketertiban masyarakat pada K/L
Keamanan dan dibawah Koordinasi Kemenko
Ketertiban Polhukam sesuai dokumen
Masyarakat lintas perencanaan nasional.
sektoral yang efektif . Persentase (%) rekomendasi kebijakan 90%

yang dapat mendukung capaian target
pembangunan bidang keamanan dan
ketertiban masyarakat dalam
dokumen perencanaan nasional.

. Persentase (%) rekomendasi kebijakan 60%
bidang keamanan dan ketertiban
masyarakat yang ditindaklanjuti

2. Pelaksanaan Tugas Persentase (%) penyelesaian tugas 100%
Khusus yang Optimal | khusus.

3. Pemenuhan Layanan | 1. Nilai SAKIP Deputi Bidkoor Kamtibmas BB
Dukungan . . ]
Manajemen yang 2. Nilai PMPRB Deputi Bidkoor 20
Optimal Kamtibmas

3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja 80
dan Anggaran Deputi Bidkoor
Kamtibmas

4. Indeks Kepuasan Pelayanan 4

Sekretariat Deputi Bidkoor Kamtibmas

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang
Koordinasi Pertahanan Negara Rp 16.339.445.000,- (Enam Belas Milyar Tiga
Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Lima Ribu

Rupiah).

Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Jakarta, |9 Maret 2020

Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban

Keamanan Republik Indonesia Masyarakat
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Moh. Mahfud MD

Ba Sqetjahjo




MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
' DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
TAHUN 2020

Sasaran Strategis 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif

Indikator Kinerja 1 | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan
Ketertiban Masyarkat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko
Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Definisi 1. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)
Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan indikator dalam
mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada tahun
2020 sebesar dan pada tahun 2024 sebesar 37,80, dalam
gambaran tingkat persentase perbandingan adalah antara
jumlah pelaku tindak terorisme dibandingkan dengan jumlah
penduduk di per wilayah/daerah tersebut. Hal ini dicapai
dengan dilaksanakannya dengan peningkatan pencegahan
penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme

2. Indeks Risiko Terorisme (Target)
Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan indikator dalam
mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
sesual dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada tahun
2020 sebesar 54,46 dan pada 2024 sebesar 54,00 gambaran
jumlah potensi daerah yang menjadi sasaran penyerangan
terorisme dengan indikator jumlah daerah yang menjadi target
dengan jumlah daerah (Provinsi) yang berada saat itu. Hal ini
dicapai dengan dilaksanakannya dengan peningkatan
pencegahan penindakan dan deradikalisasi tindak pidana
terorisme.

3. Angka Kejadian Konflik
Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan
kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang
mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga
















